Menimbang

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a

GUBERNUR BALI,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang- Undang ,Kepala daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapat dan
Belanja Daerah (APBD)kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturn Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang digukan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam



Mengingat

1.

kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang
telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD
Nomor 900/8829/B-Tapem dan Nomor  900/8830/B-
Tapem,Nomor 900/3606/DPRD Nomor 900/3607/ DPRD Pada
tanggal dua puluh bulan Oktober tahun 2006;

bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pgjak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun n1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pgjak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);



10.

11

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersh dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawa Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan



12.

13.

14.

15.
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17.
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2001
Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagamana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4659);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman



19.
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Dareah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penergpan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2007,

28. Peraturan Daerah Provins Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provins Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 1).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN
GUBERNUR BALI

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :
a  Pendapatan Daerah Rp. 1.219.347.800.000,00
b. BelanjaDaerah Rp. 1.257.200.440.000,00

Defisit (Rp. 37.852.640.000,00)
c. Pembiayaan Daerah:

1. PenerimaRp. 66.132.750.000,00

2. Pengdluaran Rp. 28.280.110.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 37.852.640.000,00



D

)

©)

(4)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a  Pendapatan Adli Daerah sejumlah Rp. 712.916.816.000,00
b.  Dana perimbangan sgjumlah Rp. 505.074.000.000,00
c. Lan-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 1.356.984.000,00

Pendapatan Adli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :

a  Pajak dagrah sejumlah Rp. 629.011,000.000,00
b.  Retribusk daerah sgjumlah Rp. 12.075.800.000,00

c. Hasl pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sgumlah Rp.
43.050.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 28.780.016.000,00

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :

a Dana bagi hasil Pgak/Bagi Hasil Bukan Pgak sgumlah Rp.
68.541.000.000,00

b. Danaaokas umum sgjumlah Rp. 436.533.000.000,00
c. Danaaokas khusus sgjumlah Rp. 0,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
terdiri dari jenis pendapatan :

a  Hibah sgjumlah Rp. 1.356.984.000,00
b. Danadarurat sgjumlah Rp. 0,00

c. DanaBagi Hasll Pgjak sejumlah Rp. 0,00

d. DanaPenyesuaian dan Otonomi Khusus sgjumiah Rp. 0,00

e. Bantuan Keuangan dari Provins atau dari Pemerintah daerah lainnya



sgjumlah Rp. 0,00
Pasal 3
(1) BelanjaDaerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a  BeanjaTidak Langsung sejumlah Rp. 704.772.500.000,00
b. BelanjaLangsung sggumlah Rp. 552.427940.000,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja:
a  Belanjapegawa sgiumlah Rp. 313.101.850.000,00
b. Belanjabungasgumlah Rp. 0,00
c. Beanjasubsidi ssumlah Rp. 2.700.000.000.00
Belanja hibah sgjumlah Rp. 18.975.880.000,00
e. Belanjabantuan sosid sejumlah Rp. 2.595.650.000,00
f.  Belanjabagi hasil sgumlah Rp. 236.587.500.000,00
g. Belanjabantuan keuangan sejumlah Rp. 124.811.620.00,00
h.  Belanjatidak terduga sejumlah Rp. 6.000.000.000,00

(3) Beanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:

a  Beanjapegawai sgumlah Rp. 49.158.839.500,00
b. Belanjabarang dan jasa sgumlah Rp. 286.090.697.462,00
c. BeanjaModa sgumlah Rp. 217.178.421.038,00
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a  Penerimaan sgjumlah Rp. 66.132.750.000,00
b.  Pengeluaran sejumlah Rp. 28.280.110.00,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)



sgjumlah Rp. 66.132.750.00,00
b.  Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
c. Hasl penjuaan kekayaan daerah yang dipisahkan sgjumlah Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sgumlah Rp. 0,00
e.  Penerimaan kembali pemberian pinjaman sgjumlah Rp. 0,00
f.  Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :

a  Pembentukan dana cadangan sgfumlah Rp. 12.500.000.000,00

b. Penyertaan moda (investas) pemerintah daerah sgjumlah  Rp.
15.780.110.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sgiumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran | Ringkasan APBD,

2. Lampiran |l Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
SKPD;

3. Lampiran Il Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisas
SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4.  Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisas
SKPD, program, dan kegiatan;

5.  Lampiran v Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengel olaan keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan ;



7.  Lampiran VIl Daftar piutang daerah;

8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;

9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

11. Lampiran XI| Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaranini ;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;

13. Lampiran XI1I Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai |andasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulal berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di : Denpasar
padatangga 16 Januari 2007
Gubernur Bali,

ttd

Dewa Beratha

Diundangkan di Denpasar

padatanggal 16 Januari 2007

Sekretaris Daerah Provins Bali,
ttd

I Nyoman Yasa



